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ABSTRAK 

 

 

Nur Amalia Reska 2019, “Peranan Dinas Perhubungan Tentang Aturan Parkir  

dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Pasar Sentral 

Kota Palopo”. Dibawah Bimbingan Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, 

S.Ag., M.Pd. Selaku Pembimbing I dan Dr. Anita Marwing, S.H., 

M.HI. Selaku Pembimbing II. 

 

Kata Kunci: Parkir, Pendapatan Asli Daerah 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Dinas Perhubungan dalam 

pengelolaan parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa peran Dinas Perhubungan tentang aturan parkir di pusat 

niaga dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo. Upaya peran 

Dinas Perhubungan dalam menanggapi retribusi parkir, dan banyaknya kendaraan 

yang parkir di badan jalan /trotoar. Dinas Perhubungan telah melakukan 

penindakan tegas berupa peringatan sanksi agar mendapat efek jera. 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yaitu 

penelitian yang berupaya menghimpun data, mengelola data, menganalisa data 

secara kualitatf dan menafsirkannya secara kualitatif. Kualitatif bertujuan untuk 

mendapatkan pemahaman yang bersifat umum terhadap kenyataan sosial dan 

perspektif (responden) 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Dinas Perhubungan tentang 

aturan parkir di Pusat Niaga dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kota 

Palopo sudah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.  Tata kelola parkir yang ada di Pusat Niaga Kota Palopo yang merupakan 

permasalahan yang serius karena bertambahnya jumlah kendaraan yang ada harus 

memaksa pemerintah menyediakan tempat parkir yang cukup. Sangat 

disayangkan jika parkir kendaraan tidak berada di tempat seharusnya merupakan 

fasilitas untuk para pejalan kaki dan makin banyaknya parkir liar yang sangat 

mengganggu lalu lintas karena parkir dibahu jalan. Sebagai pemerintahan dalam 

hal ini sektor parkir Dinas Perhubungan Kota Palopo dituntut untuk memberikan 

pelayanan parkir yang lebih baik dari sebelumnya dengan tujuan meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah serta memperbaiki tata kelola parkir pada tempatnya 

tanpa mengganggu stabilitas jalan dan trotoar. 

 



 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Tidak salah bila Robert Seidman mengatakan dalam bukunya The State 

Law and Development (1978) bahwa; seseorang barangkali akan mematuhi 

undang-undang atau aturan hukum, bila kebaikan atau keuntungan dari 

kepatuhannya itu melebihi kerugiannya bila ia melanggar hukum. Seperti 

fenomena masyarakat saat ini yang kurang memiliki kesadaran untuk taat pada 

aturan, masyarakat Kota Palopo misalnya ketika melihat kondisi parkir yang ada 

di Pusat niaga Kota Palopo yang sampai saat ini masih ada permasalahan tentang 

aturan parkir, masyarakat yang kurang taat pada aturan yang menjadi penyebab 

parkir yang tidak sesuai aturan. 

Pembangunan secara umum diartikan sebagai suatu usaha untuk lebih 

meningkatkan produktifitas sumber daya alam, sumber daya potensial yang 

dimiliki oleh suatu negara berupa sumber daya alam sumber daya manusia 

maupun sumber daya finansial. Dengan demikian pembangunan pada dasarnya 

dapat dikatakan usaha dasar untuk mengubah masa lampau yang buruk menjadi 

zaman baru yang lebih baik untuk mewariskan masa depan kepada generasi yang 

akan datang. 

Pembangunan daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional pada 

hakekatnya   diharuskan untuk mengembangkan kemandirian tiap-tiap daerah 

sesuai potensi sumber daya yang dimilikinya dan bertujuan untuk meningkatkan 

taraf hidup dan kesejahteraan merata dan terpadu untuk melaksanakan 



 
 

pembangunan yang berkesinambungan maka daerah/kota lebih dituntut untuk 

menggali seoptimal mungkin sumber-sumber keuangannya seperti: Pajak, 

retribusi atau pungutan yang merupakan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah 

(PAD).
1
 

Pembangunan Daerah memerlukan sumber pembiayaan dalam 

pelaksanaanya, adapun sumber-sumber pembiayaan pembangunan tersebut bisa 

berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD sendiri terdiri dari Pendapatan 

Asli Daerah (PAD), bagi hasil usaha BUMD dan usaha-usaha lainnya, Dana 

Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan lain-lain pendapatan 

yang sah.
2
 

PAD sebagai salah satu unsur penyusun APBD juga terbagi atas Pajak 

Daerah, Retribusi daerah, dan lain-lain PAD yang sah. Retribusi daerah tebagi 

atas tiga golongan, yakni :  

1. Retribusi jasa umum; 

2. Retribusi jasa usaha;  

3. Retribusi
3
 

                                                             
1
Reski Anantama, “Pengelolaan Parkir Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli 

Daerah”, (Skiripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Bandar Lampung, 

Tahun 2017), h.1. 

 
2
Reski Anantama, “Pengelolaan Parkir Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli 

Daerah”,( Skiripsi, Fakultas  Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Bandar Lampung, 

Tahun 2017), h.2. 

 
3
Reski Anantama, “Pengelolaan Parkir Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli 

Daerah”,( Skiripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Bandar Lampung, 

Tahun 2017), h.2. 



 
 

Retribusi parkir merupakan salah satu bagian dari retribusi jasa umum, 

yakni retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan 

kepentingan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Objek 

retribusi umum adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk 

tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi 

atau badan. Tarif parkir merupakan retribusi atas penggunaan lahan parkir 

berdasarkan UU tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya 

ditetapkan di tingkat Kabupaten/Kota dengan peraturan Daerah. 
4
 

Dalam peranannya mengelola Retribusi Parkir, menyediakan fasilitas serta 

pelayanan parkir merupakan tugas Dinas Perhubungan pada bagian Unit 

Pelaksanaan Teknis Perparkiran, di bawah naungan Pemerintah Kota. Retribusi 

parkir sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang dikelolah oleh 

Dinas Perhubungan pada bagian Unit Pelaksana Teknis Perparkiran.

 Organisasi perangkat daerah dalam konteks manajemen pemerintahan 

daerah merupakan salah satu hal krusial yang tidak bisa diabaikan keberadaannya 

dalam rangka mengemban amanah dimaksud. Ditetapkannya Peraturan 

Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah adalah 

peraturan yang memang sangat ditunggu-tunggu oleh semua pihak dalam 

kerangka mencapai tugas. Untuk merespon dan melaksanakan amanat Peraturan 

Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah 

Kota Palopo mempunyai beberapa dinas yang dapat membantu menjalankan roda 

                                                             
4 Edy Suhardono “Teori Peran” ( Cet 1,PT.Gramedia Pustaka Utama ), h.7. 



 
 

pemerintahan di Daerah guna mencapai tujuan pemerintahan di bidang 

Pendapatan Daerah, salah satunya adalah Dinas Perhubungan. 

Masalah yang penting di daerah otonom adalah masalah keuangan yang 

menjadi sumber hidupnya daerah, bahkan yang menjadi salah-satu dasar utama 

dalam mempertimbangkan dibentuknya suatu wilayah negara menjadi daerah 

otonom, karena otonomi tanpa di tunjang kemampuan keuangan daerah berakibat 

lemahnya instrumen di daerah untuk mengembangkan pembangunan daerah. 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebaiknya disusun dengan 

baik dan dipertimbangkan dengan seksama, dengan memperhatikan skala prioritas 

dalam pelaksanaan harus tepat dan terarah pada sasaran dengan metode yang 

berdaya guna dan berhasil guna. Oleh karena itu, tahun anggaran negara dan tahun 

anggaran daerah adalah sama dan daerah baru dapat menyusun Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)nya sesudah diketahui besarnya subsidi 

yang akan diterimanya.
5
 

 Pemerintah Daerah pada level manapun baik provinsi dan Kabupaten/Kota 

haruslah dilakukan dengan berbagai kebijakan sesuai dengan situasi dan kondisi 

daerah masing-masing. Salah satu upaya untuk meningkatkan sumber-sumber 

penerimaan daerah sendiri adalah dengan pengelolaan penerimaan yang 

bersumber dari pajak dan retribusi daerah yang diharapkan mampu memberikan 

kontribusi yang lebih besar dalam menyediakan pembangunan. Selama ini 

pungutan daerah telah diatur dalam dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 

                                                             
5 Tri Bambang Haryono, ”Implementasi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Retribusi 

Jasa Umum.” (Skripsi: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Univesitas Hasanuddin 

Makassar 2016). h.1. 



 
 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Adapun Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah meliputi: 

a. Pajak Daerah 

b. Retribusi Daerah 

c. Hasil pengelolaan yang dipisahkan 

d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
6
 

Menurut Undang-Undang  Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dimaksud 

dengan Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang 

dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Pendapatan Asli Daerah ini mewujudkan kemampuan suatu daerah 

dalam menghimpun suatu dana serta memanfaatkan keunggulan-keunggulan 

sumber keuangan daerahnya sehingga dapat mendukung pembiayaan dan 

penyelenggaraan pemerintahan serta pembiayaan pembangunan daerah sesuai 

dengan konsekuensi dan kedudukannya sebagai daerah otonom sehingga 

mengarah pada perwujudan desentralisasi. 

Retribusi daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu 

pendapatan asli daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan 

penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan 

memeratakan kesejahteraan masyarakat. 

Sedangkan menurut Undang-undang RI No. 28 Tahun 2009 yang 

dimaksud dengan retribusi daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah 

                                                             
6
Roda Hanna Mega Saragih, “Peran Dinas Perhubungan Kota Manado dalam 

Pengelolaan Retribusi Parkir Ditaman Kesatuan Bangsa”, h.2. 



 
 

pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang 

khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan 

orang pribadi atau badan.
7
 

Sesuai dengan perihal di atas penulisan mengajukan judul tentang 

“Peranan Dinas Perhubungan tentang Aturan Parkir Dalam Meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah Pada Pusat Niaga Kota Palopo” 

B. Rumusan Masalah 

Adapun pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini terbagi 

menjadi 2 sub pokok masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengelolaan retribusi parkir Dinas Perhubungan dalam 

meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Pada Pusat Niaga Kota 

Palopo? 

2. Apa hambatan Dinas perhubungan dalam pengelolaan retribusi parkir pada 

Pusat Niaga Kota Palopo? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ; 

1. Untuk mengetahui pengelolaan parkir yang dilakukan oleh Dinas 

Perhubungan di Pusat Niaga Kota Palopo dalam meningkatkan pendapatan 

asli daerah (PAD). 

2. Untuk mengetahui  hambatan Dinas perhubungan dalam pengelolaan 

parkir di Pusat Niaga Kota Palopo. 
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 Edy Suhardono “Teori Peran” ( Cet 1,PT.Gramedia Pustaka Utama ), h. 6. 



 
 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Ilmiah 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran dalam 

penertiban parkiran yang ada di Pusat Niaga Kota Palopo. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini dapat memberikan informasi yang kunstruktif dan sistematis 

untuk dijadikan bahan pertimbangan pemerintah Palopo khususnya penerapan 

aturan parkir di Pusat Niaga Kota Palopo. 

  



 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Penelitian terdahulu yang relevan dimaksudkan untuk mendapatkan 

gambaran tentang posisi penelitian ini dalam kaitannya dengan penelitian 

sejenisnya yang pernah dilakukan oleh kalangan akademisi. Hal ini dilakukan 

agar menghindari kesamaan objek dan untuk menentukan letak perbedaan dengan 

penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Penelitian yang akan dilakukan 

tidak ada penelitian sebelumnya yang meneliti masalah aturan parkir, penulis 

hanya mengambil beberapa relevasi penelitian dari jurnal dan artike seperti 

berikut: 

1. Cep Anggun, dengan judul “Peran Dinas Perhubungan Dalam 

Meningkatkan Retribusi Parkir di Kota Sukabumi” peneliti menemukan fenomena 

masalah tidak adanya karcis sebagai alat transaksi dalam pengumutan retribusi 

parkir dan tidak adanya petugas juru parkir yang melaksanakan pekerjaan di 

lokasi parkir. 

 Berdasarkan hasil penelitian di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

hasil penelitian pertama fokus pada peningkatan retribusi parkir di Kota 

Sukabumi. Sedangkan perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan 

penelitian di atas adalah peran dinas perhubungan dalam aturan parkir. Persamaan 



 
 

penelitian di atas dengan penelitian yang dilakakukan terletak pada peran Dinas 

Perhubungan.
8
 

2. Dina Nurrahma Siregar dan Yanis Rinaldi, “Peranan Dinas Perhubungan, 

Komunikasi Dan Informatika Dalam Pelaksanaan Pengawasan Parkir Di Kota 

Banda Aceh” dalam penelitian tersebut mengemukakan bahwa hasil penelitian 

menunjukkan bahawa, pelaksanaan pengawasan parkir di kota banda aceh belum 

berjalan secara efektif. Hal ini disebabkan oleh lemahnya pengawasan yang 

mengakibatkan sistem parkir belum berjalan dengan baik dan tidak sesuai dengan 

peraturan Perundang-Undangan. 

 Persamaan penelitian yang di atas dengan penelitian yang akan dilakukan 

ialah terletak pada peran dinas perhubungan dalam pangawasan parkiran. 

Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada fokus 

penelitian dan tempat penelitian.
9
 

B. Tinjauan Tentang Peran Dinas Perhubungan 

 Dinas Perhubungan merupakan Dinas Daerah yang menyelenggarakan 

sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan. 

Dalam Surat Keputusan Walikota Malang Nomor 55 tahun 2008 disebutkan tugas 

pokok Dinas Perhubungan adalah untuk melaksanakan sebagian urusan 

Pemerintah Daerah di bidang Perhubungan berdasarkan asas otonomi dan 

pembantuan. Sementara fungsinya meliputi:  

                                                             
8
Cep Anggun, “Peranan Dinas Perhubungan dalam Meningkatkan Retribusi Parkir 

Dikota Sukabumi”,(Skripsi Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi dan 

Humaniora Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI), 2017. 

 
9
Dina Nurrahmah Siregar Dan Yanis Rinaldi, “Peranan Dinas Perhubungan, Komunikasi 

dan Informatika Dalam Pelaksanaan Pengawasan Parkir di Kota Banda Aceh”, (Mahasiswa 

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Volume 1, Nomor.1 Banda Aceh, 2017). 



 
 

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan  

b. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di 

bidang perhubungan  

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas operasional di bidang Perhubungan yang 

meliputi lalu lintas dan parkir, angkutan dan terminal, sarana dan operasional 

d. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif Dinas  

e. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan Tugas dan 

Fungsinya.
10

 

Peran adalah suatu rangkaian yang teratur ditimbulkan karena suatu 

jabatan. Manusian sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup 

berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara 

anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya. 

Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan. Dalam 

kehidupan bermasyarakat itu munculah apa yang dinamakan peran. Peran 

merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorng, apabila seseorng 

melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka orang 

yang bersngkutan menjalankan suatu peranan.
11

 

 Menurut Rivai peran dapat diartikan sebagai perilaku yang diatur dan 

diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Jika dikaitkan dengan peranan 

sebuah instansi maka dapat diartikan sebagai seperangkat perilaku yang 
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diharapkan untuk dilakukan oleh instansi/kantor sesuai dengan posisi kantor 

tersebut.
12

 

 Peran menurut Kozier peran adalah seperangkat tingkah laku yang 

diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu 

sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar 

dan bersifat stabil. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapakn dari 

seseorang pada situasi sosial tertentu.
13

 

 Dari beberapa pengertian di atas, penulis menyimpulkan bahwa peran 

adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau 

sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan 

tertentu. Berdasarkan hal-hal diatas dapat diartikan bahwa apabila dihubungkan 

dengan dinas perhubungan, peran tidak berarti sebagai hak dan kewajiban 

individu, melainkan merupakan tugas dan wewenang dinas perhubungan. 

 Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup 

berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok akan terjadi interaksi antara 

anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya. 

Tumbuhnya interaksi diantara mereka maka saling ketergantungan. Dalam 

kehidupan bermasyarakat itulah munculah apa yang dinamakan peran. 
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 Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku 

tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu.Kepribadian seseorang juga 

mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan 

hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan/diperankan pimpinan 

tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama.
14

 

Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang 

yang menempati suatu posisi di dalam status sosial, syarat-syarat peran 

mencangkup 3 (tiga) hal, yaitu : Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan 

dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini 

merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam 

kehidupan kemasyarakatan. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat 

dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran  

juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial 

masyarakat
15

. 

1. Tugas pokok : 

Dinas perhubungan dan transportasi mempunyai tugas melaksanakan 

urusan perhubungan dan transportasi. 

2. Fungsi : 

a. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Dinas Perhubungan dan 

Transportasi 
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b. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksana anggaran Dinas 

Perhubungan dan Transportasi. 

c. Penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan urusan 

perhubungan dan transportasi. 

d. Pembangunan, pengembangan, pembinaan, pemantauan, pengendalian dan 

evaluasi sistem perhubungan dan transportasi. 

e. Penyelenggaraan perhubungan darat, perairan, dan laut. 

f. Pembangunan, pengembangan, pembinaan, pemantauan, pengendalian dan 

evaluasi usaha dan kegiatan perhubungan serta transportasi. 

g. Penetapan lokasi, pengelolaan dan pembinaan usaha perparkiran. 

h. Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor angkutan umum dan barang, dan 

pemeriksaan mutu karoseri kendaraan bermotor. 

i. Penghitungan, dan pengawasan evaluasi tarif angkutan jalan, perairan, dan laut 

j. Penataan, penetapan, dan pengawasan jaringan trayek angkutan jalan. 

k. Pengembangan, pembinaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi trayek dan 

volume kendaraan angkutan jalan dalam rangka kelancaran arus barang dan 

jasa serta pertumbuhan ekonomi. 

l. Pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan, dan pertanggungjawaban 

penerimaan retribusi di bidang perhubungan darat, perairan, laut dan udara. 

m. Pengawasan dan pengendalian isin di bidang perhubungan dan transportasi. 

n. Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan 

prasarana dan sarana di bidang perhubungan sertas transportasi. 



 
 

o. Pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah di bidang 

perhubungan dan transportasi.  

p. Penegakan peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan dan 

transportasi. 

q. Pengelolaan kepegawaian, keungan, dan barang dinas perhubungan dan 

transportasi. 

r. Pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan dinas perhubungan dan 

transportasi. 

s. Pengelolaan kearsipan, data dan informasi dinas perhubungan dan transportasi. 

t. Pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dinas 

perhubungan dan transportasi. 

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di 

bidang perhubungan, meliputi urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, urusan 

pelayanan, urusan penerbangan  dan urusan perkeretaapian yang menjadi 

kewenangan provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk. 

C. Tinjauan Tentang Parkir dan Peraturannya  

Satuan ruang parkir merupakan ukuran luas efektif untuk meletakkan satu 

buah kendaraan (mobil penumpang, bus/truk, atau sepeda motor). Di dalamnya 

sudah termasuk ruang bebas di kiri dan kanan kendaraan dengan pengertian pintu 

bisa dibuka untuk turun naik penumpang serta hal-hal tertentu seperti ruang gerak 

untuk kursi roda khusus untuk parkir kendaraan bagi penderita cacat serta ruang 

bebas depan dan belakang.
16

 

                                                             
16

 https://id.m.wikipedia.org/wiki/parkir 

https://id.m.wikipedia.org/wiki/parkir


 
 

 Definisi parkir ialah menghentikan atau menaruh (kendaraan bermotor) 

untuk beberapa saat di tempat yang sudah disediakan. Pengertian di atas dapat 

dimaknai bahwa penyedia jasa layanan parkir yaitu penyedia tempat untuk 

menerima penghentian atau penaruhan (kendaraan bermotor) untuk beberapa saat. 

Jika melihat definisi parkir dapat diasumsi pakrir digunakan sebagai tempat 

penitipan barang yang memiliki arti apabila  seseorang menerima sesuatu barang 

dari orang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan 

mengembalikannya dalam wujud asalnya menurut pasal 1694 KUH perdata. 

Menurut isi pasal 1694 KUH perdata, penitipan adalah suatu perjanjian 

yang  berarti bahwa ia baru terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang 

nyata, yaitu diserahkannya barang yang dititipkan. Jadi bentuk dari jasa parkir ini 

tidak seperti perjanjian-perjanjian lainnya yang pada umumnya bersifat 

konsensual yaitu sudah dilahirkan pada saat tercapainya sepakat tentang hal-hal 

yang pokok dalam peranjian itu.
17

 

 Sehingga parkir dapat diartikan sebagai keadaan tidak bergerak suatu 

kendaaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan karena pengemudinya. 

Secara hukum dilarang untuk parkir ditengah jalan raya, namun parkir di sisi jalan 

umumnya diperbolehkan. Fasilitas parkir dibangun bersama-sama dengan 

kebanyakan gedung, untuk memfasilitasi kendaraan pemakai gedung. Termasuk 

dalam pengertian parkir adalah setiap kendaraan yang berhenti pada tempat-

tempat tertentu baik yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas ataupun tidak, serta 
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tidak semata-mata untuk kepentingan menaikkan dan atau menurunkan orang dan/ 

atau barang. 

Kebijakan tarif parkir yang ditetapkan berdasarkan lokasi dan waktu, 

semakin dekat dengan pusat kegiatan kota tarif lebih tinggi, demikian juga 

semakin lama semakin tinggi. Kebijakan ini diarahkan untuk mengendalikan 

jumlah pemarkir  di pusat kota, pusat kegiatan dan mendorong penggunaan 

angkutan umum. Pembatasan ruang parkir, terutama didaerah pusat kota ataupun 

pusat kegiatan. Kebiajakan ini biasanya dilakukan pada parkir dipinggir jalan 

yang tujuan utamanya untuk melancarkan arus lalu lintas, serta pembatasan ruang 

parkir di luar jalan yang dilakukan melalui Ijin Mendirikan Bangunan.
18

 

 Fasilitas parkir untuk umum di luar badan jalan dapat berupa taman parkir 

dan/ atau gedung parkir. Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir untuk 

umum, dilakukan dengan memperhatikan rencana umum tata ruang daerah, 

keselamatan dan kelancaran lalu lintas kelestarian lingkungan, dan kemudahan 

bagi pengguna jasa. Penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum dilakukan oleh 

pemerintah, badan hukum Negara atau warga negara penyelenggara fasilitas 

parkir untuk umum dapat memungut biaya terhadap pengguna fasilitas yang 

diusahakan. 

D. Tinjauan Tentang Retribusi Daerah 

Retribusi daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu 

Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan 
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dan memeratakan kesejahteraan masyarakat. Menurut Ahmad Yani, “Daerah 

provinsi, kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber 

keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, 

sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi 

masyarakat”
19

 

 Menurut Siahaan, “Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai 

pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan 

atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau 

badan”. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang 

menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya, dapat dinikmati oleh 

orang pribadi atau badan, dengan demikian bila seseorang ingin menikmati jasa 

yang disediakan oleh pemerintah daerah, ia harus membayar retribusi yang 

ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
20

 

 Pemungutan retribusi daerah yang saat ini didasarkan pada Undang-

Undang Nomor 34 Tahun 2000 sebagai perubahan Undang-Undang Nomor 18 

Tahun 1997 mengatur beberapa istilah yang umum digunakan, sebagaimana 

disebutkan sebagai berikut: 

a. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum 

yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus 
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kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan 

aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

b. Peraturan daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala daerah dengan 

persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.  

c. Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah 

sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus 

disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang 

pribadi atau badan.  

d. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data 

objek dan subjek retribusi yang terutang, sampai dengan kegiatan penagihan 

retribusi atau retribusi yang terutang kepada wajib retribusi yang terutang serta 

pengawasan penyetorannya.  

e. Masa retribusi adalah suatu jangka tertentu yang merupakan batas waktu bagi 

wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah 

daerah yang bersangkutan
21

 

1. Pengertian Keuangan Daerah 

Menurut Mardiasmo, keuangan Daerah atau anggaran daerah merupakan 

rencana kerja pemerintah daerah dalam bentuk uang (rupiah) dalam satu periode 

tertentu. Selanjutnya Anggaran daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah adalah instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. 

Sebagaimana juga dimuat dalam penjelasan pasal 156 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, keuangan daerah adalah 
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semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala 

sesuatuberupauang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang 

berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah, Keuangan Daerah adalah semua hak dan 

kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat 

dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang 

berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. 

Sedangkan pengertian keuangan daerah menurut Keputusan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 (yang sekarang berubah menjadi 

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) tentang Pedoman Pengurusan, 

Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara 

Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah semua hak dan 

kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat 

dinilai dengan uang termaksud didalamnya segala bentuk kekayaan yang 

berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah, dalam kerangka anggaran 

pendapatan dan belanja daerah
22

. 

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut di atas, pada prinsipnya 

keuangan daerah memiliki unsur pokok, yaitu :  

a. Hak Daerah.  

b. Kewajiban Daerah.  

c. Kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut.  
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Di samping memiliki unsur-unsur pokok di atas, pengertian keuangan 

daerah selalu melekat dengan pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD) yakni suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan 

berdasarkan peraturan. Selain itu, APBD merupakan salah satu alat untuk 

meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan 

tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.
23

 

2. Organisasi Perangkat Daerah 

 Pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni, dikatakan sebagai seni karena 

berapa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, 

mampu berkiat serta dengan kharismatik menjalankan roda pemerintahan. 

Koswara bahwa yang dimaksud dengan pemerintahan adalah: dalam arti luas 

meliputi seluruh kegiatan pemerintah, baik menyangkut bidang legislatif, 

eksekutif maupun yudikatif, dalam arti sempit meliputi kegiatan pemerintah yang 

hanya menyangkut bidang eksekutif.
24

  

 Organisasi perangkat daerah dalam konteks manajemen pemerintahan 

daerah merupakan salah satu hal krusial yang tidak bisa diabaikan keberadaannya 

dalam rangka mengemban amanah dimaksud. Ditetapkannya Peraturan 

Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah adalah 

peraturan yang memang sangat ditunggu-tunggu oleh semua pihak dalam 

kerangka mencapai tugas. Untuk merespon dan melaksanakan amanat Peraturan 

Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah 
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Kota Palopo mempunyai beberapa dinas yang dapat membantu menjalankan roda 

pemerintahan di Daerah guna mencapai tujuan pemerintahan di bidang 

Pendapatan Daerah, salah satunya adalah Dinas Perhubungan. 

Ciri-ciri retribusi daerah: 

a. Retribusi dipungut oleh pemerintah daerah 

b. Dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomis 

c. Adanya kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjuk 

d. Retribusi dikenakan pada setiap orang/badan yang mengunakan/mengenyam 

jasa-jasa yang disiapkan negara.
25

 

Pungutan yang diberlakukan oleh pemerintah merupakan penarikan 

sumber daya ekonomi oleh pemerintah kepada masyarakat guna membiayai 

pengeluaran yang dilakukan pemerintah untuk melakukan tugas pemerintahan 

atau melayani kepentingan masyarakat. 

3. Pengaturan Konsep Konsumen dan Pelaku Usaha  

 Konsumen ialah setiap orang yang menggunakan, memakai, 

mengonsumsi, atau menikmati produk maupun jasa yang diberikan oleh pelaku 

usaha.Maka dari itu diharapkan agar konsumen dapat bersikap kritis terhadap 

kupon, diskon, hadiah langsung, atau undian dan layanan terhadap pelanggan. 

Sehingga ungkapkan beberapa contoh yang dapat terjadi dalam kehidupan sehari-

hari di beberapa pusat perbelanjaan, sadar atau tidak sadar konsumen akan 

mengalami peristiwa yang demikian ini dan menyebabkan kerugikan pada 

konsumen. Karena jasa parkir merupakan bentuk dari layanan terhadap pelanggan 
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(cutomer service), sudah tentu konsumen merupakan pihak yang membutuhkan 

dan bersifat lemah.  

 Pada Pasal 1 angka (3) UU N0. 8 Tahun 1999 disebutkan pelaku usaha 

adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan 

hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau 

melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri 

maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha 

dalam berbagai bidang ekonomi.
26

 

 Pelaku usaha sudah merancang dari awal perencanaan jasa atau produk 

yang akan dibentuk dengan itikad tidak baik, maka pelaku usaha lebih ditekankan 

dari pada konsumen. Itikad tidak baik yang dilakukan konsumen biasanya 

ditujukan demi mendapatkan keuntungan lebih dengan cara merugikan konsumen. 

Hal itikad tidak baik tersebut dilakukan ada yang berupa meminimalkan bahan 

produk, membuat aturan yang mengikat konsumen, mengurangi hak konsumen 

ketika komplain dan lain-lain sebagainya yang tentunya dapat merugikan 

konsumen
27

. 

 Menurut Pasal 1401 KUH Perdata, setiap perbuatan melanggar hukum 

yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena 

kesalahannya menimbulkan kerugian tersebut mengganti kerugian itu. Kesalahan 

meliputi, baik karena sengaja maupun karena lalai yang merupakan akibat secara 

nyata timbul dari perbuatan, baik kerugian materiil maupun imateriil. Dalam 
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konsep ini pelaku perbuatan melanggar hukum wajib bertanggung jawab 

mengganti kerugian kepada pihak yang dirugikan. 

 Prinsip tanggung jawab ini sangat merugikan konsumen bila ditetapkan 

secara sepihak oleh pelaku usaha. Dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor.8 

Tahun 1999 seharusnya pelaku usaha tidak boleh secara sepihak menentukan 

klausul yang merugikan konsumen, termasuk membatasi maksimal tanggung 

jawabnya. Jika ada pembatasan harus berdasarkan pada peraturan perundang-

undangan yang jelas. 

 Dalam perparkiran swasta khusunya pada pasar-pasar swalayan para 

pelaku usaha sangat senang menggunakan prinsip yang terakhir yaitu pembatasan 

tanggung jawab. Karena pelaku usaha mampu menggunakan klausul eksonerasi 

dalam perjanjian standar yang dibuatnya, yang bertujuan untuk melindungi segala 

macam tanggung jawab yang nantinya memberatkan pelaku usaha. Sehingga 

kebanyakan isi dari klausul baku yang terdapat di dalam karcis parkir, berisi 

mengenai tanggung jawab pelaku usaha yang dilemparkan kepada konsumen. Hal 

ini membuat konsumen selalu menjadi pihak yang dirugikan baik secara langsung 

maupun tidak langsung.Fenomena ini selalu terwujud dengan asumsi konsumen 

merupakan pihak terlemah yang harus menerima segala ketentuan yang diberikan 

oleh pelaku usaha dan tidak dapat menentang klausul yang sudah terbentuk
28

. 

1. Hak dan kewajiban 

Adapun menteri yang mendapatkan perlindungan itu bukan sekedar fisik 

melainkan terlebih-lebih hak yang bersifat absrak. Dengan kata lain, perlindungan 

                                                             
28

Agungwijaya”’http://repository.ump.ac.id/256/3/Agung%20Wijaya_BAB%20II.pdf”.h.

14 (Diakses pada Tanggal 26 April 2018). 



 
 

konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum 

tentang hak-hak konsumen yang secara umum dikenal ada empat hak dasar 

konsumen yang dikemukankan oleh John F.Kennedy, yaitu : 

a. Hak untuk mendapatkan keamanan  

b. Hak untuk mendapatkan informasi  

c. Hak untuk memilih  

d. Hak untuk didengar
29

  

 Akan tetapi dalam pelaksanaan jasa parkir lebih menitiberatkan bahwa 

tanggungjawab dilimpahkan oleh pemberi jasa parkir kepada konsumen, dengan 

alasan konsumen tidak mau melihat kewajiban apa yang harus diperhatikan oleh 

pengguna jasa parkir. Ketidaktahuan adalah suatu permasalahan yang mendasar 

dan berakibat fatal kepada para konsumen, maka dari itu disini akan dijelaskan 

mengenai kewajiban dari pelaku usaha dan konsumen, ialah : 

a. Kewajiban pelaku usaha :  

b. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.  

c. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan 

jaminan barang dan / atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, 

perbaikan dan pemeliharaan.  

d. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak 

diskriminatif.  

e. Menjamin mutu barang dan / atau jasa yang diproduksi dan / atau 

diperdagangkan berdasarkan ketentuan standart mutu barang dan / atau jasa 
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tertentu serta memberi jaminan dan / atau garansi atas barang yang dibuat dan / 

atau yang diperdagangkan.  

f. Memberi kompensasi atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, 

pemakaian dan pemanfaatan barang dan / atau jasa yang diperdagangkan.  

g. Memberi kompensasi ganti rugi dan /atau penggantian apabila barang dan / 

atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.  

Kewajiban konsumen : 

a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur. pemakaianatau 

pemanfaatan barang dan / atau jasa demi keamanan dan keselamatan.  

b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan / atau jasa.  

c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.  

d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara 

patut.  

 Dari kewajiban-kewajiban pelaku usaha dan konsumen diatas terdapat 

pula hak-hak dari pelaku usaha dan konsumen yaitu kewajiban dari pelaku usaha 

merupakan hak dari konsumen sedangkan kewajiban dari konsumen adalah hak 

dari pelaku usaha yang harus ditaati (UUPK No.8 Tahun 1999)
30

. 

2. Perjanjian Penitipan Barang  

Penitipan adalah suatu pekerjaan dimana pihak satu menerima barang dari 

pihak lainnya, dengan janji untuk menyimpan dan kemudian mengembalikannya 

dalam keadaan seperti semula.Sehingga penitipan barang yang sering terjadi dapat 

disebut sebagai hal penyimpanan baran yang mana konsumen memberikan hak 
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atas kendaraannya agar dijaga oleh pihak yang memberikan jasa penitipan barang. 

Kegiatan penitipan ini memiliki kewajiban dan hak dari penyimpanan barang 

yang terjadi, yaitu : 

1. Kewajiban penyimpanan  

a. Penyimpanan harus menjaga barang yang dititipkan sebagai barangnya sendri.  

b. Penyimpan tak berhak menyelidiki barang yang dititipkan kalau barang 

tersebut dalam peti atau segel.  

c. Barang yang dititipkan harus dikembalikan kepada yang menitipkan jika yang 

menitipkan menghendakinya, walaupun sudah ada persetujuan mengenai waktu 

pengambilan, kecuali kalau barang yang dititipkan itu disita.  

d. Penyimpanan hanya wajib mengembalikan titipan dalam keadaan seperti 

adanya ketika pengembaliannya itu berlaku, sedang kekurangan-kekurangan itu 

tidak terjadi karena kesalahan si penyimpan, menjadi tanggung jawab pemberi 

titipan sendiri
31

.  

2. Hak penyimpanan  

 Penyimpanan tidak berhak minta bukti bahwa yang menitipkan barang 

tersebut adalah betul-betul pemilik dari barang yang akan dititipkan. Tetapi kalau 

penyimpanan mengetahui bahwa barang yang dititipkan itu adalah barang curian 

dan ia mengetahui pemilik barang tersebut yang sesungguhnya, maka ia wajib 

memberitahukan hal ini kepada pemilik yang sebenarnya, agar barang tersebut 

diambil pada waktu yang tertentu. Tetapi kalau pemiliknya lupa untuk 
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mengambilnya, maka penyimpan bebas untuk menyerahkan kemmbali titipan 

kepada orang yang menyimpan itu. 

 Berdasarkan Pasal 1694 KUH Perdata apabila hak dan kewajiban 

penyimpanan ini tercapai maka segala macam bentuk dari penitipan barang yang 

terjadi akan terlaksana dengan memperhatikan masing-masing pihak yang 

berkepentingan. Secara umum proses penitipan ataupun perjanjian baik yang 

dilakukan secara bersama-sama ataupun secara sepihak harus dapat disesuaikan 

dengan aturan-aturan yang ada. Aturan-aturan tersebut merupakan dasar hukum 

dalam pembahasan Tanggung jawab pengelola jasa parkir terhadap konsumen atas 

kehilangan kendaraan bermotor dan bertujuan untuk menjelaskan ketentuan 

umum yang berlaku dengan Undang-Undang yang berlaku, yaitu sebagai berikut : 

3. Pasal 1320 KUH Perdata  

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat : 

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;  

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;  

c. Suatu hal tertentu;  

d. Suatu sebab yang halal;
32

  

4. Pasal 1338 KUH Perdata  

 Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-

undangbagi mereka yang membuatnya.Suatu perjanjian tidak dapat ditarik 

kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang 
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oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.Suatu perjanjian harus 

dilaksanakan dengan itikad baik. 

5. Pasal 1365 KUH Perdata  

 Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada 

seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, 

mengganti kerugian tersebut. 

6. Pasal 1694 KUH Perdata  

 Penitipan adalah terjadi, apabila seorang menerima sesuatu barang dari 

seorang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya 

dalam ujud asalnya. Penitipan yang terjadi antara pengguna jasa penitipan dengan 

pemberi layanan jasa penitipan dibedakan menjadi tiga bentuk penitipan, yaitu : 

a. Penitipan sejati ialah penitipan yang dianggap dibuat dengan cuma-cuma, jika 

tidak diperjanjikan sebaliknya, sedangkan ia hanya dapat mengenai barang-

barang yang bergerak ( pasal 1696 KUH Perdata ).  

b. Penitipan sukarela ialah terjadi karena sepakat bertimbal-balik antara pihak 

yang menitipkan barang dan pihak yang menerima titipan ( pasal 1699 KUH 

Perdata ).  

c. Penitipan terpaksa ialah penitipan yang terpaksa dilakukan oleh seorang karena 

timbulnya suatu malapetaka (pasal 1703 KUH Perdata).
33
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E. Kerangka Pikir 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

Dari skema kerangka pikir dapat dilihat bahwa Dinas Perhubungan 

menggunakan tiga strategi yakni pengelolaan parkir, aturan parkir, pendapatan asli 

daerah Dalam peranannya mengelola Retribusi Parkir, menyediakan fasilitas serta 

pelayanan parkir merupakan tugas Dinas Perhubungan pada bagian Unit 

Pelaksanaan Teknis Perparkiran, di bawah naungan Pemerintah Kota. Retribusi 

parkir sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang dikelola oleh 

Dinas Perhubungan pada bagian Unit Pelaksana Teknis Perparkiran. 

  Organisasi perangkat daerah dalam konteks manajemen pemerintahan 

daerah merupakan salah satu hal krusial yang tidak bisa diabaikan keberadaannya 

dalam rangka mengembangkan amanah dimaksud.Ditetapkannya Peraturan 

Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah adalah 

Dinas Perhubungan 

Aturan Parkir Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) 

Pengelolaan Parkir 

Hasil Penelitian 



 
 

peraturan yang memang sangat ditunggu-tunggu oleh semua pihak dalam 

kerangka mencapai tugas.  

 Penelitian ini dilaksanakan Untuk merespon dan melaksanakan amanat 

Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, 

Pemerintah Kota Palopo mempunyai beberapa dinas yang dapat membantu 

menjalankan roda pemerintahan di Daerah guna mencapai tujuan pemerintahan di 

bidang Pendapatan asli Daerah, salah satunya adalah Dinas Perhubungan. 

 

 

  



 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Keadaan Geografis 

Kota Palopo secara geografis terletak antara lintang selatan dan bujur 

timur. Kota Palopo yang merupakan daerah otonom kedua terakhir dari 4 daerah 

otonom tana luwu. Secara geografis Kota Palopo kurang lebih 375 km dari Kota 

makassar kearah utara dengan posisi antara 120 derajat 03 sampai dengan 120 

derajat 17,3 Bujur Timur dan 2 derajat 53,13 sampai dengan 3 derajat 4 Lintang 

Selatan, pada ketinggian 0 sampai 300 meter di atas permukaan laut. 

Kota Palopo di bagian sisi sebelah timur memanjang dari utara keselatan 

merupakan dataran rendah atau kawasan pantai seluas kurang lebih 30% dari total 

keseluruhan, sedangkan lainnya berguna dan berbukit di bagian barat, memanjang 

dari utara keselatan, dengan ketinggian maksimum adalah 1000 meter di atas 

permukaan laut.  

Kota Palopo sebagai daerah otonom hasil pemekaran dari kabupaten luwu, 

dengan batas-batas:  

a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Walenrang Kab.Luwu 

b. Sebelah timur dengan Teluk Bone  

c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Bua Kab.Luwu  



 
 

d. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Tondon Nanggala Kab.Tana 

Toraja
34

 

2. Visi dan Misi Dinas Perhubungan  

a. Visi  

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang 

diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan dinas perhubungan. Adapun 

visi dari dinas perhubungan adalah terwujudnya jaringan transportasi, komunikasi 

dan informatika yang tertib, selamat, aman, nyaman dan terintegrasi sebagai urat 

nadi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. 

b. Misi  

1. Menciptakan kompetisi sumber daya aparat yang berkualitas, beriman dan 

bertaqwa serta profesional. 

2. Mewujudkan manusia perhubungan, komunikasi dan informatika yang 

berkualitas hidup dan sejahtera. 

3. Menciptakan rumusan data base, profil dan tataran transportasi lokal. 

4. Meningkatkan sarana dan prasarana kebutuhan transportasi refresentatif. 

5. Menciptakan landasan hukum dan kebijakan pelaksana tugas pengawasdan 

pengendalian transportasi serta penegakan hukum. 
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3. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan 
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B. Pengelolaan Retribusi Parkir Dinas Perhubungan Pusat Niaga Kota Palopo 

1. Pelaksanaan Fungsi Dinas Perhubungan di Bidang Angkutan Jalan di 

Kota Palopo   

 Dinas Perhubungan merupakan Dinas Daerah yang menyelenggarakan 

sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan. 

Dalam Surat Keputusan Walikota Palopo Nomor 4 tahun 2003 Tentang 

Pembentukan Susunan Organisasi dan tata kerja Dinas Perhubungan disebutkan 

tugas pokok Dinas Perhubungan adalah untuk melaksanakan sebagian urusan 

Pemerintah Daerah di bidang Perhubungan berdasarkan asas otonomi dan 

pembantuan. 

Tugas pokok : 

Dinas perhubungan dan transportasi mempunyai tugas melaksanakan 

urusan perhubungan dan transportasi. 

Fungsi : 

u. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Dinas Perhubungan dan 

Transportasi 

v. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksana anggaran Dinas 

Perhubungan dan Transportasi. 

w. Penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan urusan 

perhubungan dan transportasi. 

x. Pembangunan, pengembangan, pembinaan, pemantauan, pengendalian dan  

evaluasi sistem perhubungan dan transportasi. 

y. Penyelenggaraan perhubungan darat, perairan, dan laut. 



 
 

z. Pembangunan, pengembangan, pembinaan, pemantauan, pengendalian dan 

evaluasi usaha dan kegiatan perhubungan serta transportasi. 

aa. Penetapan lokasi, pengelolaan dan pembinaan usaha perparkiran. 

bb. Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor angkutan umum dan barang, 

dan pemeriksaan mutu karoseri kendaraan bermotor. 

cc. Penghitungan, dan pengawasan evaluasi tarif angkutan jalan, perairan, dan 

laut 

dd. Penataan,  penetapan, dan pengawasan jaringan trayek angkutan jalan. 

ee. Pengembangan, pembinaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi 

trayek dan volume kendaraan angkutan jalan dalam rangka kelancaran arus 

barang dan jasa serta pertumbuhan ekonomi. 

ff. Pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan, dan 

pertanggungjawaban penerimaan retribusi di bidang perhubungan darat, 

perairan, laut dan udara. 

gg. Pengawasan dan pengendalian isin di bidang perhubungan dan 

transportasi. 

hh. Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan 

prasarana dan sarana di bidang perhubungan sertas transportasi. 

ii. Pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah di 

bidang perhubungan dan transportasi.  

jj. Penegakan peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan dan 

transportasi. 



 
 

kk. Pengelolaan kepegawaian, keungan, dan barang dinas perhubungan dan 

transportasi. 

ll. Pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan dinas perhubungan dan 

transportasi. 

mm. Pengelolaan kearsipan, data dan informasi dinas perhubungan dan 

transportasi. 

nn. Pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dinas 

perhubungan dan transportasi. 

Kota Palopo merupakan salah satu kota yang mempunyai kewenangan 

untuk mengatur daerahnya sendiri dalam hal ini melaksanakan otomi daerah yang 

pucuk pemerintahan dipimpin oleh seorang Walikota. Dalam pelaksanaan 

kewenangannya dibidang perhubungan, dilimpahkan kepada dinas perhubungan 

Kota Palopo antara lain : 

1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 100 ayat (5) Peraturan 

Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang jaringan Lalulintas dan 

Angkutan jalan, terkait penataan dan penetapan lokasi titik  parkir 

kendaraan ditepi jalan umum untuk mewujudkan ketertiban, keamanan dan 

kelancaran kegiatan lalu lintas  dan angkutan jalan, maka perlu 

menetapkan lokasi titik parkir kendaraan ditepi jalan umum di Kota 

Palopo; 



 
 

2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 

perlu ditetapkan dengan keputusan Walikota.
35

 

Menurut Kurniawan Madjid, S.Sos. selaku kepala seksi manajemen lalu 

lintas dalam wawancara  pada tanggal 24 juli 2018 menyatakan bahwa : 

Dalam implementasi peraturan daerah sangat banyak yang tidak 

dimengerti oleh masyarakat, hal ini mungkin disebabkan karena kurangnya 

sosialisasi yang dilakukan oleh aparat dalam hal ini dinas lalu lintas angkutan 

jalan raya.
36

 

 

Pelaksanaan fungsi dinas perhubungan bidang parkir ditepi jalan Pusat 

Niaga Kota Palopo tentang Penetapan Lokasi Titik Parkir Kendaraan ditepi Jalan 

Umum dan Lokasi Parkir Khusus di Kota Palopo.  

Tabel 4.1 

Penetapan Lokasi Titik Parkir Kendaraan di Tepi Jalan Umum dan Lokasi 

Parkir Khusus Di Kota Palopo 

No Nama Jalan Titik Lokasi Parkir Kendaraan 

Parkir 

Hasil 

1 Jl. Rambutan - Sepanjang jalan 

- Sisi kiri ke selatan 

Roda 2 dan roda 4    

Roda 4 

Roda 2 dan 4          

serong 

2 Jl. Mangga - Sepanjang jalan 

- Sisi kiri arah ke 

utara 

Roda 4 Roda 2 dan 4         

serong 

3 Jl. Durian - Sepanjang jalan  

- Sisi kiri arah ke 

barat 

Roda 2 dan roda 4     

Roda 4 

Roda 4 serong 

4 Jl. Kelapa - Depan terminal sisi 

kiri ke barat 

- Depan bank Mega 

ke barat sisi kiri 

Roda 2 dan roda 4 Roda 4 serong 
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kedua arah 

5 Jl. K.H.Ahmad 

Dahlan 

- Depan PNP bagian 

utara sisi kiri arah 

barat 

- Depan bakso 

lumayan 

Roda 2 dan roda 4 Roda 4 serong 

6 Jl. Andi 

Djemma 

- Depan kantor 

walikota sisi kiri 

arah ke selatan 

- Depan café ICON, 

RM. At-medika dan 

cafe enzim sisi kiri 

arah ke utara 

- Dari sepanjang jalan 

sisi kiri ke selatan 

Roda 2 dan roda 4 Roda 4 serong 

7 Jl. Dr. Ratulangi - Depan toko baru sisi 

kiri dan kanan 

- Depan RM. Ayam 

penyet sisi kiti arah 

ke selatan 

- Depan RM. Alam 

Sari sisi kiri arah ke 

kota 

Roda 2 dan roda 4 Roda 4 serong 

8 Jl. Pattimura - Depan RM. Sido 

mampir sisi kiri dan 

kanan 

- Depan RM. 

Paraikatte sisi kiri 

dan kanan 

Roda 2 dan roda 4 Roda 4 serong 

9 Jl. Diponegoro - Sepanjang jalan sisi 

kiri dan kanan, 

kecuali depan RM. 

Ulu Bale 

Roda 2 dan roda 4 Roda 4 serong 

10 Jl. Tandipau - Depan PJU dan RM. 

Ayam sisi kiri arah 

selatan 

Roda 2 dan roda 4 Roda 4 sejajar 

11 Jl. Opu 

Tosappaile 

- Depan Opsal s/d 

Trimurti sisi kiri dan 

kanan 

Roda 2 dan roda 4 Roda 4 serong 



 
 

- Depan Polres 

Palopo, kehutanan 

sisi arah ke Barat 

12 Jl. Kartini - Depan cahaya Luwu 

sisi kiri arah ke 

kanan 

- Depan foto copy, 

RM. Bravo dan 

Bappeda sisi kiri 

arah Barat 

Roda 2 dan roda 4 Roda 4 sejajar 

13 Jl. Landau - Sepanjang jalan sisi 

kiri dan kanan 

Roda 2 dan roda 4 Roda 4 sejajar 

14 Jl. Andi Tadda - Sepanjang jalan sisi 

kiri dan kanan 

Roda 2 dan roda 4 Roda 4 sejajar 

15 Jl. Andi Kambo - Sepanjang jalan Roda 2 dan roda 4 Roda 4 sejajar 

16 Jl. Tenriadjeng - Sepanjang jalan sisi 

kiri dan kanan 

Roda 2 dan roda 4 Roda 4 sejajar 

17 Jl. 

Sawerigading 

- Sepanjang jalan sisi 

kiri 

Roda 2 dan roda 4 Roda 4 sejajar 

18 Jl. Mungkasa - Sepanjang jalan sisi 

kiri dan kanan 

Roda 2 dan roda 4 Roda 4 sejajar 

19 Jl.A.Machulau - Sepanjang jalan sisi 

kiri dan kanan 

Roda 2 dan roda 4 Roda 4 sejajar 

20 Jl.Latamacelling - Sepanjang jalan sisi 

kiri dan kanan 

Roda 2 dan roda 4 Roda 4 sejajar 

21 Jl.Rambutan 

dan Jl. Mangga 

- Sepanjang jalan sisi 

kiri dan kanan 

Roda 2 dan roda 4 Roda 2 dan 

roda 4 serong 

kiri dan kanan 

(Kawasan 

parkir PNP)
37

 

Sumber : Data diolah, 2015 
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1.  Angkutan Orang  

No. Jenis Kendaraan Kapasitas Tempat 

Duduk (Seat) 

Tarif Retribusi 1 

(Satu) Kali Parkir 

1. Sepeda Motor 2 Seat Rp 1.000 

2. Taxi s/d 5 Seat Rp 2.000 

3. Kendaraan Bermotor 

roda 4 dengan 

tempat duduk 

s/d 12 Seat Rp 2.000 

4. Bus Kecil s/d 19 Seat Rp 2.000 

5. Bus Sedang  s/d 29 Seat Rp 3.000 

6. Bus Besar 30 Seat ke atas  Rp 5.000 

Sumber : Data diolah, 2015 

2.  Retribusi Angkutan Barang/ Agkutan Khusus 

No. Jenis Kendaraan Kapasitas 

Tempat Duduk 

(Seat) 

Tarif Retribusi 1 

(Satu) Kali Parkir 

Ket 

1. Sepeda motor  s/d   500 Kg Rp.  2.000,00 Maksimal 

2 jam 

pada 

lokasi 

parkir 

dengan 

tingkat 

kepadatan 

yang 

tinggi 

2. Mobil barang khusus s/d 2.500 Kg Rp.  3.000,00 - 



 
 

3. Mobil barang/ 

khusus 

s/d 6.000 Kg Rp.  3.000,00 - 

4. Mobil barang/ 

khusus  

s/d 9.000 Kg Rp.  4.000,00 - 

5. Mobil barang/ 

khusus 

s/d 16.000 Kg Rp.  5.000,00 - 

6. Mobil barang/ 

khusus  

s/d 25.000 Kg di 

atas 25.000 Kg 

Rp.  7.000,00 - 

Sumber : Data diolah, 2015 

Berdasarkan data di atas diketahui masih ada sejumlah juru parkir liar 

yang berada di sejumlah tempat. Selain parkir liar, penyetoran tretribusi parkir 

oleh juru parkir tidak sesuai dengan perjanjian dari awal yang ditentukan. Juru 

parkir banyak memberikan alasan dengan ketidaksesuaian penyetoran hasil 

retribusi parkir tersebut, mulai sepinya tempat parkir, faktor cuaca, dan faktor 

kesehatan juru parkir. Sehingga pendapatan parkir tidak maksimal dan tidak 

mencapai target.
38

 

Semua kegiatan menyangkut pungutan, pengelolaan dan sebagaianya telah 

di atur dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang retribusi jasa daerah 

dan peraturan daerah perda Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2012 tentang retribusi 

jasa umum kewenangan parkir ada dinas perhubungan komunikasi dan informasi 

(dishub kominpo) yang dilaksanakan sesuai peraturan daerah tentang jasa daerah 

selain itu dishub kominpo dibantu oleh pihak ketiga yaitu koordinasi lapangan. 
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Dinas perhubungan, komunikasi dan informatika sendiri menetapkan angka yang 

telah ditargetkan pemda untuk mendapatkan pendapatan asli daerah di sektor 

parkir. 

2.  Pengelolaan Retribusi Parkir 

Retribusi parkir sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang 

dikelolah oleh Dinas Perhubungan pada bagian Unit Pelaksana Teknis 

Perparkiran. Pada umumnya masyarakat ingin cepat dan tidak sabar menunggu 

dalam melakukan setiap urusannya sehingga melakukan berbagai cara untuk itu, 

sedangkan petugas yang melayani sangat sedikit. Faktor lain adalah pelaksanaan 

teknis di loket yang sempit yang bisa menimbulkan kebisingan dan mengganggu 

konsentrasi petugas. 

 Pendapatan asli daerah diperoleh sektor pajak daerah retribusi daerah 

hasil perusahaan milik daerah hasil pengelolaan yang dipisahkan dan lain lain 

pendapatan asli daerah yang sah pendapatan asli daerah merupakan salah 

komponen sumber pendapatan daerah sebagaimana yang telah di atur oleh 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
39

 

Allah swt Berfirman QS. An-Nisa (4):59 

                        

                         

      
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Terjemahnya: 

 

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan 

ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang 

sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul 

(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari 

kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik 

akibatnya.
40

 

 

Ayat diatas sejalan dengan firman Allah dalam QS Al Kahfi (18): 54 

 

                              

   

Terjemahnya: 

 

Dan Sesungguhnya kami Telah mengulang-ulangi bagi manusia dalam Al 

Quran Ini bermacam-macam perumpamaan. dan manusia adalah makhluk 

yang paling banyak membantah.
41

 

 

Tabel 4.2 

Data Pendapatan Pertahun Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Pusat Niaga 

Kota palopo 

No. TAHUN TARGET REALISASI 

1. 2014 / 13 juni  Rp 45.000.000 Rp 30.870.000 

2. 2015 Rp 55.000.000 Rp 40.128.800 

Sumber : Data diolah, 2015 

Bedasarkan tabel diatas terlihat pada tahun 2014 dimulai dari tanggal 13 

juni, hal ini terjadi karena adanya peralihan penanggung jawab pengelola parkir 

tepi jalan umum yakni juru parkir Pusat Niaga Kota Palopo yang sebelumnya 
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diberi tugas/wewenang sebagai pengelola kepada Dinas Perhubungan Kota 

Palopo. Setalah peralihan yang sudah berjalan sampai sekarang, besaran target 

yang direncanakan belum terpenuhi. Oleh sebab itu target sektor retribusi parkir 

belum tercapai hingga sampai tahun 2015. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt, 

dalam al-Qur’an Surat Al Baqarah:2/220 

                         

                         

   

Terjemahnya:   

Tentang dunia dan akhirat. dan mereka bertanya kepadamu tentang anak 

yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan 

jika kamu bergaul dengan mereka, Maka mereka adalah saudaramu; dan 
Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan 

perbaikan. dan Jikalau Allah menghendaki, niscaya dia dapat 

mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa 

lagi Maha Bijaksana.
42

 

Pemerintah dalam hal meningkatkan pendapatan asli daerah haruslah dapat 

dengan bijak menyaring apa saja yang dapat dimasukkan kedalam penerimaan 

pendapatan asli daerah, dan ditentukan dalam peraturan daerah, untuk itu 

dibutuhkan sosialisasi dari pemerintah daerah untuk memberikan informasi dan 

pemahaman yang seluas-luasnya mengenai pendapatan asli daerah dan pentingnya 

bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan kepada masyarakat. Transparansi 

anggaran harus dilaksanakan guna meningkatkan kepercayaan masyarakat 

terhadap pemerintah daerah yang bersangkutan. 
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Permasalahan parkir di Pusat Niaga banyak pula berasal dari aktor yang 

terlihat langsung seperti juru parkir, juru parkir yang nakal ini sering kali 

menerapkan tarif parkir tidak sesuai dengan Perda yang ditetapkan oleh 

pemerintah. Menurut perda Nomor 2 Tahun 2012, tarif parkir tepi jalan umum 

Kota Palopo sebesar Rp. 1000,- untuk sepeda motor, sedangkan praktiknya 

banyak juru parkir yang meminta tarif parkir sebesar Rp. 2000,- bahkan sampai 

Rp. 3000,- per kendaraan bermotor. Terlebih jika terdapat suatu acara di tempat 

tersebut, tarif parkir tepi jalan umum bisa naik menjadi berkali-kali lipat sesuai 

kehendak mereka.
43

 

Selain itu keberadaan parkir liar juga menjadi penyebab hilangnya 

pendapatan daerah serta menjadikan parkir sulit dikelola. Parkir liar ini bermodal 

peluit dan dengan mudah ditemui di jalanan, tanpa atribut seperti rompi parkir 

dengan lambang Dishubkominfo, Kartu Tanda Anggota, dan karcis parkir. 

Parkir liar menjadi kendala terbesar bagi pemerintah dalam mewujudkan 

peneglolaan parkir tepi jalan umum yang baik. Ada indikasi bahwa pengelolaan 

parkir di Pusat Niaga Kota Palopo juga disebabkan karena ada campur tangan dari 

pihak yang berada diluar kewenangan Pemkot Palopo. Mereka semacam penguasa 

wilayah parkir pinggir jalan, dengan perjanjian di bawah tangan, dan mereka juga 

yang menarik setoran dari tingkat juru parkir. 

Dalam menertibkan aturan di sekitaran Niaga Palopo dibutuhkan dinas 

perhubungan yang dapat mengatasi kendaraan yang tidak beraturan maka hal ini 

pemerintah Kota Palopo mengeluarkan aturan yang  diberlakukan di Pasar Sentral 
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Palopo. Dalam Perda Nomor 3 Tahun 20012 Tentang parkir tepi jalan umum, 

mengatur mengenai kewajiban juru parkir yaitu wajib mengenakan seragam dan 

tanda pengenal, wajib memberikan karcis parkir, serta wajib mematuhi aturan 

parkir. 
44

Selain itu ada juga kewajiban bagi pengguna parkir yaitu dilarang 

memarkir di luar tempat parkir yang telah ditetapkan dan wajib mematuhi aturan 

tarif parkir. Sesuai dengan pengumpulan data yang telah dilakukan oleh penulis 

maka penulis melakukan pengamatan di salah lokasi titik parkir liar yang berada 

di bahu jalan sehingga pengendara yang lewat tampak merayap ketika melintas 

dan kemudian penulis juga berhasil mewawancarai saudara Ibrahim salah seorang 

masyarakat pengguna parkir yang berada di depan Pusat Niaga Kota Palopo 

mengatakan bahwa: 

Cukup banyaknya kendaraan yang parkir secara liar yang terjadi di depan 

Pusat Niaga Kota Palopo disebabkan karena keterbatasan lahan parkir 

yang dimiliki Pusat Niaga Palopo sehingga banyak yang memarkir 

kendaraannya di bahu jalan sehingga kemacetan hampir tiap hari terjadi di 

jalan.
45

 

 

Selanjutnya adalah kewajiban juru parkir untuk memberikan karcis parkir 

kepada pengguna parkir. Karcis parkir digunakan sebagai bukti bahwa pengguna 

tempat parkir telah membayar retribusi parkir yang digunakan sebagai salah satu 

Pendapatan Asli daerah Kota Palopo. Oleh sebab itu kewajiban dari juru parkir 

sesuai dengan Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Parkir Tepi Jalan Umum 

menyatakan bahwa juru parkir wajib memberikan karcis parkir kepada pengguna 

tempat parkir. 
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 Ibrahim, Pengguna Parkir, wawancara  di Pusat Niaga Kota Palopo pada tanggal, 26 

juli 2018. 



 
 

3. Retribusi  Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber utama daerah dalam 

menjalankan otonomi daerah. Dengan Pendapatan Asli Daerah yang tinggi, maka 

dapat dipastikan kemandirian daerah tersebut dapat tercapai sehingga mengurangi 

ketergantungan kepada pemerintah pusat.
46

 

Seperti yang diketahui kegiatan pemerintah semakin meningkatkan baik 

dalam masyarakat kapitalis maupun sosial. Sebagai konsekwensi, maka 

diperlukan pembiayaan-pembiayaan dari pengeluaran pemerintah yang tidak 

sedikit jumlahnya sesuai dengan semakin luasnya kegiatan itu dapat dipenuhi, 

maka pemerintah memerlukan penerimaan.
47

 

Pembangunan daerah dan penyelengaraan pemerintah daerah 

membutuhkan dana, dana tersebut dapat digali dari potensi daerah tersebut atau 

dapat pua berasal dari luar daerah. Untuk peranan pemerintah dalam 

melaksanakan pengelolaan keuangan dengan pendapatan asli daerah harus 

ditingkatkan dan disempurnakan serta diupayakan agar pemerintah daerah 

mempunyai sumber dana untuk menyelenggarakan tugasnya. Sehingga pelayanan 

pemerintah daerah sejalan dengan usaha-usaha pembangunan nasional dan dalam 

pentelengaan perencanan anggaran belanja dan belanja daerah prinsip anggaran 

berimbang dan dinamis dijalankannya. Anggaran berimbang yang dimaksudkan 
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untk meningkatkan anggaran penerimaan daerah dan semakin berkurangnya 

ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat.
48

 

Hal ini juga memberikan efek positif bagi juru parkir serta dinas 

perhubungaan dan memberikan kepercayaan kepada pemerintah Kota Palopo 

yang telah menertipkan aturan lalu lintas yang sangat baik agar supaya semakin 

meningkatkan kewaspadaan bagi pengendara maupun pengguna jalan di tahap 

inilah keberhasilan yang sangat baik didapatkan karena sudah berkontribusi dan 

bekerjasama dengan baik anatara kedua bela pihak yang mengerti dan mentaati 

aturan yang di berlakukan di Kota Palopo. 

Bahwa untuk meningdaklanjuti keputusan mahkamah konstitusi nomor 

46/PUU-XII/2014 tentang pembatalan penjelasan pasal 124 Undang-Undang 

Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah terkait 

perhitungan tarik retribusi pengendalian menara telekomunikasi; 

 Bahwa Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Retribusi Jasa Umum terkait Retribusi Pelayanan Kesehatan serta terdapatnya 

beberapa jenis tarif Retribusi Jasa Umum; 
49

 

 Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 

guruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2012 

tentang Retribusi Jasa Umum
50
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 Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi 

daerah (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 130, tambahan 

lembaran negara republik indonesia.
51

 

Salah satu retribusi yang memberikan pengaruh bagi pendapatan asli 

daerah yaitu retribusi parkir, yang dimaksud dengan retribusi parkir sendiri ialah 

pembayaran atas jasa pelayanan  penyediaan tempat parkir yang dimiliki dan 

dikelola oleh pemerintah daerah.
52

 

Pemungutan retribusi parkir adalah keseluruhan aktivitas untuk menarik 

atau memungut retribusi parkir sesuai dengan digariskan dalam rangka usaha 

untuk memperoleh pemasukan balas jasa dari sarana atau fasilitas yang telah 

disediakan oleh pemerintah. Retribusi parkir dipungut terhadap orang pribadi atau  

badan yang mendapatkan pelayanan parkir di lahan parkir yang disediakan 

pemerintah kota. Dasar penetapan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum 

adalah undang-undang No 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi 

daerah, dimana juga diatur tentang pengenaan pajak atas penyelenggaraan tempat 

parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha 

maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat 

penitipan kendaraan bermotor. Besarnya pungutan retribusi parkir selanjutnya 

ditetapkan dengan peraturan daerah. Tarif retribusi parkir sendiri ditetapkan 

berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan lahan 
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parkir, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan. Besarnya retribusi yang 

harus dibayar dihitung dari perkalian antara tarif dan tingkat pengunaan  jasa 

parkir.
53

  

Objek pajak parkir adalah penyelenggaraan di luar badan jalan orang 

pribadi atau badan jalan, penitipan kendaraan bermotor atau penyewaan garasi 

kendaraan bermotor dengan memungut bayaran. Dasar pengenaan pajak parkir 

adalah jumlah pendapatan pembayaran parkir di luar badan jalan ditetapkan 

20%.
54

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 2 Tahun 

2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2012 

Nomor 02) yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 3 

Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 2 

Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 

2014 Nomor 3).
55

 

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa 

atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh 

Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang Pribadi atau Badan. 
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Menurut Mustam. S.AN Pengelola Data Jaringan Transportasi Jalan Dinas 

Perhubungan Kota Palopo dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 24 Juli 

2018, bahwa : 

Dalam implementasi peraturan daerah sangat meningkatkan pendapatan 

asli daerah dalam pengelolaan parkir pasar sentral Kota Palopo dari hasil 

pendapatan yang diterima dari pengelola parkir harus di arahkan untuk pemerintah 

kota dan menjadi salah satu sumber pendapatan yang akan meningkatkan suatu 

daerah.
56

 

4. Faktor Sarana atau Fasilitas 

Faktor sarana atau fasilitas merupakan faktor yang sangat penting untuk 

mengefektifkan suatu aturan itu sendiri. Untuk memperoleh keberhasilan hukum 

atau efektivitas hukum maka diperlukan sarana atau fasilitas yang mendukung 

dalam menjalankan aturan tersebut. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut 

tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang 

seharusnyadengan peranan yang aktual. Maka dari itu penulis melakukan 

wawancara dengan Mustam. S.An   Pengelola Data Jaringan Transportasi Jalan 

Dinas Perhubungan Kota Palopo mengatakan bahwa:  

Memang perwali belum sepenuhnya afekti tegakkan oleh karena itu 

keterbatasan anggaran serta peralatan yang belom memadai sehingga masih 

banyak di temukan pengendara yang parkir sembarangan.
57

 

 

Masyarakat yang telah mempercayakan kendaraanya kepada petugas 

parkir. Oleh karena itu tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung 

dengan lancar. Sarana dan fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia 

yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, 
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keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal ini tidak terpenuhi maka mustahil 

penegak hukum akan mencapai tujuannya. 

Sehubungan dengan hal itu maka penulis mengajukan pertanyaan 

mengenai fasilitas parkir yang ada di Pusat Niaga Palopo masyarakat pengguna 

tempat parkir berpendapat bahwa kondisi fasilitas tempat parkir masih kurang 

baik. Lebih lanjut bahwa kurangnya rambu-rambu mengenai tarif parkir resmi 

yang ditetapkan Peraturan Daerah. Padahal rambu ini cukup penting untuk 

memberikan pengetahuan kepada pengguna tempat parkir akan tarif resmi agar 

terhindar dari tindakan parkir tidak resmi. 

Dengan adanya peraturan yang diberlakukan di Kota Palopo dalam hal 

parkir dapat memicu dampak macet yang akan mempersulit arus lalu lintas di 

sekitar Pusat Niaga Palopo demi keteraturan kendaraan yang akan singgah 

melakukan transaksi jual beli akan terarah dan konsekuen serta memanajemen 

kendaraan yang akan masuk di Pusat Niaga Palopo. Mengurangi kemacetan yang 

kerab terjadi di kawasan Niaga Palopo. Pada dasarnya kemacetan lalulintas pada 

ruas jalan raya dapat terjadi ketika arus lalulintas kendaraan meningkat seiring 

dengan bertambahnya permintaan perjalanannya pada era-era tertentu. Pada uraian 

sebelumnya disebutkan bahwa kemacetan terjadi karena disebabkan kapasitas 

jalan tetap dengan sarana jalan yang sempit. Pada kondisi tersebut biasanya 

kemacetan akan mempengaruhi pada setiap pengendara disiplin, potensi 

kecelakaan sehingga memperparah lagi kemacetan secara lebih lanjut. 

Menurut Kurniawan Madjid, S.Sos. Kepala Seksi Manajemen Lalu Lintas 

mengatakan bahwa: 



 
 

Apapun yang kita lakukan dengan masalah kemacetan tentu harus dicari 

jalan keluar paling tidak bagaimana mengurangi tingkat kemacetan. 

Berbagai faktor yang dilakukan dalam mengurangi masalah kemacetan 

khususnya di Pusat Niaga Palopo.
58

  

 

Meneggakan aturan disiplin tentang masalah perparkiran serta diiringi 

dengan regulasi guna memaksimalkan kelancaran lalulintas. Cara ini akan efektif 

apabila pemerintah akan menyediakan lahan parkir. Karena dari sisi ekonomi 

lahan parkir menjadi potensi untuk meningkatkan pendapatan daerah, sebab 

Retribusinya jelas, terukur dan dapat ditaksir dari keuntungan yang didapat dari 

hasil retribusi tersebut. 

Dengan adanya peraturan dari dinas pehubungan yang bekerja sama 

dengan penata parkir Palopo memberikan efek yang sangat positif baik kendaraan 

roda dua dan roda empat, sudah menjadi antusiasi di setiap daerah dan kota untuk 

menertibkan kendaraan dan sudah menjadi tanggung jawab pemerintah kota untuk 

mengatur segalah sesuatu yang bersangkutan dengan kedisiplinan kota menjaga 

keramahan lingkungan dan memberikan kenyamanan kepada setiap lapisan 

masyarakat. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya 

kepemilikan kendaraan di perkotaan akan mempengaruhi pertumbuhan dan 

perkembangan kegiatan manusia di dalamnya terutama pada kawasan yang 

memiliki presentase yang tinggi atas kegiatan perdagangan dan komersial. 

Tarikan pergerakan kendaraan yang terjadi sudah pasti diawali dan diakhiri 

ditempat parkir. Kondisi yang semacam ini tentunya akan membutuhkan ruang 
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parkir yang memadai, namun persediaan ruang parkir di Pusat Niaga Palopo 

sangat terbatas. 

Menurut Mustam. S.AN Pengolala Data Jaringan Transportasi Jalan Kota 

Palopo mengatakan bahwa:  

Fasilitas jasa parkir yang tersedia dan kualitas pelayanannya menjadi salah 

satu ukuran kepuasan pelanggan yang berkunjung ke Pusat Niaga Palopo 

ruang jasa parkir yang cukup dan kualitas pelayanan yang kurang memadai 

bagi pengunjung seringkali menjadi hambatan adalah terbatasnya ruang 

jasa parkir.
59

 

 

Masyarakat semakin mampu melihat dimana kelemahan-kelemahan yang 

ada pada setiap standar pelayanan dan prosuder yang diberikan kepada pelanggan, 

hal ini membuat organisasi pengelola jasa parkir untuk berhati-hati dalam 

menghadapi pelanggan dengan berupaya semaksimal mungkin memberikan 

pelayanan yang bermutu. Masyarakat akan menuntut kualitas pelayanan dan 

tuntutan masyarakat mengharapkan layanan yang baik dapat dilihat diberbagai 

media dalam bentuk penyampaian ketidakpuasan.  

Teknologi yang semakin maju memudahkan masyarakat untuk mengetahui 

hal- hal yang membuuat keresahan pada masyarakat dapat dibenahi dengan 

kemajuan teknologi rumah-rumah yang di lengkapi dengan cctv memudahkan 

mengonttrol area rumah atau dalam apa saja yang kiranya di anggap penting untuk 

diwaspadai kita bisa mengotrol situasi dan kondisi yang akan kita kwatirkan akan 

terjadi kejahatan di sekitar kita maka dari itu teknologi ini sangat berperang aktif 

dalam keamanan yang akan diberikan oleh cctv ini, hal ini dapat memudahkan 

pergerakan sekelompok orang yang melakukan kejahatan akan cepat ditemukan. 
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Hal ini memberikan dampak yang baik bagi si pemilik rumah, perkantoran, 

perusahaan, lalu lintas banyak pihak yang telah menggunakan cctv ini untuk 

kepentingan yang sangat luas jangkauanya serta berdampak positif bagi si 

penggunanya hal ini dapat kita lihat dari realita yang telah ada kemudian di 

jadikan referensi untuk sebagai contoh untuk mengetahui ketika kita tidak berada 

dirumah kita dapat melihat dengan smartphone kegundaan yang masyarakat di 

kwatirkan pencurian atau kejahatan yang lain karna belum semua masyarakat 

sudah memiliki cctv padahal hal ini dapat membantu dari kejahatan yang sedang 

marak terjadi di seluruh indonesia maupun di seluruh dunia.  

Menurut Ismail selaku juru parkir di Pusat Niaga Palopo dalam wawancara 

pada tanggal 26 juli 2018 menyatakan bahwa: 

Seharusnya Dinas Perhubungan melakukan pemantauan untuk menjamin 

ketertiban dan keamanan, seharusnya di pasang cctv di sudut-sudut yang 

bepotensi menjadi tempat lahan parkir karena ini sangat membantu juru 

parkir. Masalah parkir ini harus diselesaikan perlu ada kebijakan  dan 

implementasi yang serius.
60

 

 

Salah satu kenyamanan berkendara dengan nyaman perkotaan salah satu 

yang membuat masyarakat nyaman berkendara dengan teraturnya kendaraan yang 

berderetan dengan rapi membuat pemandangan di pingir-pingir jalan bersih dan 

terarah ini adalah salah satu hal yang wajib yang patut kita acungi jempol karena 

pemerintah yang peduli dengan kebersihan dan keteraturan kota sangat baik dan 

dapat di tiru dengan mengambil hal yang positif sehingga bisa bersaing dengan 

kota kota yang independen dan terdepan dalam hal menciptakan kenyaman.  
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Menurut Mustam. S.An Seksi Pengelola Data Jaringan Transportasi Jalan 

Kota Palopo mengatakan bahwa: 

Masalah parkir juga merupakan masalah yang sering dialami oleh Kota-

kota besar. Masalah parkir jika tidak ditangani dengan baik akan 

memperparah kemacetan lalu lintas.
61

 

 

Masyarakat sangat menilai dengan anggapan yang sangat positif supaya 

disaat pemerintah yang seperti ini bisa di jadikan tolak ukur mencapai 

keberhasilan membuat masyarakat percaya dengan kerja yang baik akan 

menghasilkan kepercayaan yang baik juga ,ketika berpikir untuk menjalankan 

ketertiban yang dilandasi dengan UUD maka sudah sepatutnya sebagai 

pemerintah memperhatikan hal yang besar maupun hal yang kecil khusunya 

dalam hal kerapihan, kedisiplinan, serta kenyamanan agar masyarakat juga bisa 

menikmati  yang positif tentang aturan yang diberlakukan disatu Kota. 

Menurut Mustam. S.An Seksi Pengelolah Data Jaringan Transportasi Jalan 

Kota Palopo mengatakan bahwa: 

Pelayanan publik merupakan salah satu variabel yang menjadi ukuran 

keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah salah satunya dalam bidang parkir. 

Apabila pelayanan publik yang dilakukan pemerintah baik/berkualitas maka 

pelaksanaan otonomi daerah dapat dikatakan berhasil, maka kepercayaan 

masyarakat sangat menentukan penilaian terhadap keberhasilan suatu daerah.
62

 

Pemerintah yang di amanahkan sudah tidak sesuai lagi dengan apa yang 

tecantum di dalam UUD  yang berlaku di suatu wilayah tertentu. Maka dari itu 
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sebagai pemerintah Kota harus memerhatikan serta mengaktualisasikan rancangan 

dan upaya membenahi Kota yang dikendalikan serta memperhatikan keramahan 

lingkungan, masyarakat sudah menaruh kepercayaan kepada yang ditugaskan 

untuk menjaga kendaraan yang di titipkan oleh juruh parkir yang mestinya sudah 

di berikan aman untuk menjaga sampai pemilik kendaraan mengambil kendaraan 

mereka masing-masing hubunganya dengan pemerintah Kota Palopo akan 

berkesinambungan ketika pemerintah Kota Palopo telah menetapkan aturan parkir 

yang akan diberlakukan di wilayah area  Pusat Niaga Palopo semua juru parkir 

maupun dinas perhubungan pastinya akan mengambil alih dari apa yang telah 

ditetapkan oleh pemerintah.  

Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan dalam jangka waktu 

pendek atau lama, sesuai dengan kebutuhan pengendara. 
63

 Parkir merupakan 

salah satu unsur prasarana transportasi, sehingga pengaturan parkir akan 

mempengaruhi kinerja suatu jaringan, terutama jaringan jalan raya. 

Moral yang sangat diperhatikan oleh juru parkir yang bertugas menjaga 

kendaraan memiliki tata kesopanan yang harus di bentuk dengan baik ketika 

seorang pengendara yang ingin memarkirkan kendaraanya menyapa tukang parkir 

dengan baik begitupun sebaliknya ketika terjadi komunikasi dengan yang baik 

memberikan kepuasan tersendiri bagi pemilik kendaraan, hal ini berdampak baik 

bagi antara kedua bela pihak dalam memberikan pelayanan yang baik ketika 

menilai hal ini selaku pemerintah Kota Palopo terealisasi dengan baik.  

                                                             
63

 Rio Lianzah, “Efisiensi Pengelolaan Manajemen Parkir Terhadap Penerimaan 

Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung”, (Skripsi fakultas Ushuluddin Universitas Ilam 

Negeri Raden Intan Lampung) 2017. 

 



 
 

Menurut Ismail selaku juru parkir di Pusat Niaga Palopo dalam wawancara 

pada tanggal 26 juli 2018 menyatakan bahwa: 

Meskipun beberapa orang takut karena tidak percaya menitipkan 

kendaraannya kepada tukang parkir. Jadi tanggung jawab yang besar untuk 

menjaga sebaik-baiknya kepecayaan akan merasa lebih semangat dalam 

bekerja, bahwa semuanya adalah titipan.
64

 

 

Sering kita jumpai melayani pemilik kendaraan dengan kurang baik akan 

membuat pendapatan bagi juru parkir akan menurun di karenakan hal etika dan 

moral yang harus diperhatikan, menghormati orang lain sangatlah penting 

meskipun dalam kerapihan parkir serta kedisiplinan ketika hal ini berjalan baik 

banyak kalangan yang  merespon enggan baik dan memberikan dampak positif 

bagi pemerintah maupun masyarakat di wilayah tersebut. 

Maka moral etika serta tutur kata yang baik memicu kenyamanan 

seseorang dalam mematuhi peraturan yang diberlakukan di wilayah tersebut 

khusus pusat niaga kota Palopo. 

Menurut Kurniawan Madjid, S.Sos. selaku kepala seksi manajemen lalu 

lintas dalam wawancara pada tanggal 26 juli 2018 menyatakan bahwa: 

Perparkiran secara umum juga diartikan sebagai suatu usaha untuk 

melancarkan arus lalu lintas dan meningkatkan produktifitas sumber daya 

alam dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh negara.
65

 

 

 

C. Faktor-Faktor Penghambat Dinas Perhubungan dalam Pengelolaan 

Retribusi Parkir pada Pusat Niaga Kota Palopo 
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Faktor penghambat dalam pelaksanaan pengelolaan retribusi parkir di 

pasar sentral Kota Palopo seperti yang diungkapkan oleh Mustam. S.AN. 

Pengelola Data Jaringan Transportasi Jalan Dinas Perhubungan Kota Palopo 

dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 24 Juli 2018, bahwa : 

Mengingat fungsi kami melakukan pelayanan masyarakat dan melihat 

jumlah kendaraan yang parkir diseputaran Jl. K.H.Ahmad Dahlan Pusat Niaga 

Palopo bagian utara sisi kiri arah barat. Dalam hal ini yang terdaftar di Dinas 

perhubungan Kota Palopo sejumlah 75 buah sehingga petugas yang ada 

dilapangan cukup kerepotan untuk melakukan pengawasan. Ditambah lagi 

kesadaran masyarakat yang tidak mau mengalah. Fasilitas parkir di tepi jalan 

umum adalah alat atau sarana  yang membantu dalam penyelenggraan parkir 

seperti marka jalan, rambu-rambu, juru parkir dan fasilitas parkir lainnya. Kondisi 

pelayanan parkir yang tidak baik memberikan gangguan bagi sistem lalu lintas 

salah satunya adalah kemacetan. Kemacetan timbul akibat adanya ketidaklancaran 

lalu lintas. Kemacetan tersebut cukup mengganggu kalancaran aktivitas 

masyarakat.
66

 

Tarif parkir yang ditetapkan suatu daerah lainnya dapat berbeda-beda. 

Dilihat dari kemampuan dan kebutuhan masing-masing dari suatu daerah, 

penyelewengan tarif parkir yang terjadi di suatu daerah, baik yang dilakukan oleh 

juru parkir liar maupun juru parkir resmi tetap merugikan pemerintah daerah. 

Keberadaan parkir liar yang mengganggu baik lalu lintas maupun pendapatan 

daerah harus ditanggapi dengan cepat. Pemerintah Kota hendaknya persuasif dan 

                                                             
66

 Mustam, S.AN., Pengelola Data Jaringan Transportasi Jalan , Wawancara di Kantor 

Dinas Perhubungan Palopo pada tanggal, 24 Juli 2018. 



 
 

proaktif melakukan upaya pencegahan dan penertiban dengan langkah yang 

bijaksana. Upaya ini tentunya tidak terlepas dari adanya dukungan dan partisipasi 

masyarakat.
67

 

Penanggulangan parkir liar oleh pemerintah pada hakikatnya mereka 

bagian dari kebijakan publik sehingga harus menimbulkan dampak yang bisa 

dinikmati. Parkir liar sebagai kelompok sasaran harus benar-benar telah 

memahami tujuan program dan patuh terhadap peraturan yang ada. 

Berdasarkan uraian masalah di atas, permasalahan munculnya parkir liar di 

Pusat Niaga Kota Palopo yaitu : 

a. Lahan parkir yang terbatas  

b. Petugas parkir memanfaatkan lokasi parkir ilegal 

c. Kurangya koordinasi antar instansi terkait  

d. Tarif parkir yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan
68

  

 Meningkatkan tata perparkiran dalam melakukan tugasnya yaitu dengan 

melakukan upaya evaluasi tentang perencanaan instansi dalam merekrut juru 

parkir resmi, melakukan pemetakan juru liar, melakukan pembinaan kepada juru 

parkir resmi dan liar secara disiplin serta melakukan upaya pengawasan dengan 

tegas jika ada yang melanggar peraturan. Hal ini bertujuan agar semua juru parki 
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resmi dan liar dapat mematuhi peraturan dan instansi dapat mencapai tujuan 

dalam mengelola juru parkir di tepi jalan umum.
69

 

Parkir merupakan suatu kebutuhan bagi pemilik kendaraan dan 

menginginkan kendaraannya parkir di tempat yang mudah untuk dicapai. 

Kemudahan yang diinginkan salah satunya adalah parkir di atas dapat kita kaji 

dari sisi implementasi kebijakan pemerintah daerah. Bagaimana pelaksanaan 

kebijakan yang sudah berjalan, dengan realita di lapangan yang tidak sesuai 

dengan harapan yang ingin dicapai. Akan tetapi hal itu adalah kewajaran, karena 

sebuah kebijakan tidak ada yang 100 %  berhasil.
70

  

Parkir yang nyaman dan aman dengan tarif yang sesuai. Sehingga 

pengguna tidak merasa keberatan dengan tarif yang diberlakukan karena sesuai 

dengan kemauan pengguna itu sendiri dan dapat dijangkau dengan kemampun.  

Faktor penghambat dalam pelaksanaan pengelolaan retribusi parkir di 

pasar sentral Kota Palopo seperti yang diungkapkan oleh Mustam. S.AN. 

Pengelola Data Jaringan Transportasi Jalan Dinas Perhubungan Kota Palopo 

dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 24 Juli 2018, bahwa : 

Sering dengan bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya 

kepemilikan kendaraan di perkotaan akan mempengaruhi pertumbuhan dan 

perkembangan kegiatan manusia terutama pada kawasan yang memiliki 

presentase yang tinggi atas kegiatan perdagangan. Tarikan pergerakan kendaraan 
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yang terjadi sudah pasti diawali dan diakhiri di tempat parkir. Kondisi yang 

semacam ini tentunya akan membutuhkan ruang parkir yang memadai, namun 

persediaan ruang parkir di kawasan pusat Niaga Palopo biasanya sangat terbatas.
71

 

Penambahan fasilitas parkir sebagai upaya penyelesaian masalah sudah 

tidak memungkinkan, mengingat keterbatasan dan mahalnya harga lahan. Oleh 

karena itu, untuk mengatasinya dilakukan kebijakan pembinaan dan pengelolaan 

perparkiran dalam rangka pengendalian parkir di kawasan berintensitas 

perdagangan dan jasa tinggi  salah satu bentuk pengelolaan tersebut dengan 

penetapan tarif lebih tinggi. 

Tujuan dan manfaat dalam penyusunan sebuah kebijakan biasanya sudah 

sangat jelas, karena sebuah kebijakan dibentuk atau dibuat memang memiliki 

tujuan dan manfaat tertentu, terutama dalam menyelesaikan permasalahan yang 

terjadi isu strategis daerah. Penerbitan peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2012 

tentang Retribusi Jasa Umum ini juga memiliki tujuan dan manfaat yang jelas.
72

 

Sebab peraturan daerah ini diterbitkan dalam upaya menjawab kebutuhan daerah 

akan peraturan yang bisa memberikan sumbangsih dalam penghasilan asli daerah 

(PAD). Dimana penentuan objek PAD ini dilakukan berdasarkan penelahan dan 

penganalisaan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah. 

Sosialisasi atas kebijakan sangat diperlukan dalam pengimplementasian 

suatu kebijakan agar masyarakat mengetahui keberadaan kebijakan yang telah 
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ditetapkan. Kurangnya sosialisasi dalam pelaksanaan kebijakan ini membuat 

masyarakat enggan melakukan pembayaran. 

 

 

 

  



 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang dipaparkan dalam pembahasan  masalah, penulis 

dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:  

a. Peraturan daerah Kota Palopo Nomor 3 tahun 2012 tentang parkir di tepi 

jalan umum. 

b. pada penerapan fungsi pengawasan mengenai pengelolaan retribusi parkir 

tepi jalan umum tahun 2015 belum berjalan optimal secara menyeluruh. 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan Faktor penghambat peranan dinas 

perhubungan tentang aturan parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah 

Kota Palopo maka penulis memberikan saran sebagai berikut: 

a. Dinas perhubungan menambah personilnya serta melakukan pelatihan 

kepada staf-stafnya guna mengetahui kewenangannya. 

b. Petugas dinas perhubungan melakukan sosialisasi kepada masyarakat 

tentang kewenangan dinas perhubungan khususnya di bidang perparkiran pasar 

sentral Kota Palopo. 

Pemerintah semestinya meningkatkan komunikasi dengan DPRD atas 

kelayakan kebijakan yang diterapkan, semestinya pemerintah harus lebih 

meningkatkan pendataan disetiap wilayah, agar langsung menempatkan juru 

parkir resmi di beberapa lokasi titik parkir. Untuk mengetahui kualitas pemberi 



 
 

layanan parkir, Dinas perhubungan informasi dan komunikasi semestinya 

mengadakan evaluasi setiap bulan atau  beberapa bulan sekali bagi semua juru 

parkir.  
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